Vol 8 No 12, Desember 2024

Jurnal Dimensi Hukum EISSN : 28593895

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

Anida Ayu Aminati!, Neva Tri Saharany?, Fitri Aulia Hannan Nisa?, Bella Ananda
Putri, Kuswan Hadji®
aayual00203@gmail.com!, nevatri0407@gmail.com?, auliahannan03@gmail.com?,
belanandal608@gmail.com *, kuswanhadji@untidar.ac.id®
Universitas Tidar

Abstrak: Kelembagaan negara di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak
reformasi 1998. Sebelum reformasi, lembaga negara sering terlibat dalam praktik korupsi dan
nepotisme, menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Setelah reformasi, pemerintah fokus pada
pembangunan kelembagaan efektif dan desentralisasi untuk memberikan otonomi daerah. Namun,
tantangan seperti ketimpangan kapasitas kelembagaan masih menjadi hambatan. Reformasi
birokrasi diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme, layanan publik, dan mengurangi
birokrasi yang rumit. Meskipun kebijakan telah diterapkan, struktur dan budaya yang kuat
menghambat efektivitas kelembagaan. Penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan efektivitas kelembagaan negara bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan
kebijakan, mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi strategis, dan menganalisis
partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, dan data dianalisis secara kualitatif. Untuk
meningkatkan efektivitas kelembagaan negara, pemerintah Indonesia harus menyesuaikan
kebijakan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks sosial, pemerintah
perlu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei dan dialog aktif, serta memperkuat
partisipasi publik. Respons terhadap dinamika sosial, seperti urbanisasi, juga penting untuk
diperhatikan agar kebijakan lebih relevan. Di sisi politik, kebijakan harus mendukung stabilitas
dan koordinasi lembaga pemerintah yang baik. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan politik
sangat diperlukan. Aspek ekonomi memerlukan penyesuaian kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, serta
mengembangkan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja. Monitoring dan evaluasi berkala
penting untuk menilai dampak kebijakan, sementara sosialisasi kebijakan juga diperlukan untuk
meningkatkan kesadaran publik. Otonomi daerah berperan penting dalam pengelolaan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat
merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan memberikan pelayanan publik
berkualitas. Manajemen sumber daya manusia di sektor publik juga krusial untuk meningkatkan
profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas pegawai pemerintah. Dengan demikian, pelayanan
publik akan menjadi lebih efisien. Efektivitas program diukur dari pencapaian target tanpa
mempertimbangkan biaya, fokus pada hasil akhir, serta kemampuan memberikan pelayanan
bermanfaat bagi individu atau organisasi yang memanfaatkan hasil program. Good Governance
melibatkan kerjasama antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, serta menekankan
pengembangan sektor publik, pelayanan publik yang berkualitas, dan manajemen pembangunan
yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, dan
terbuka terhadap ide-ide baru, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Kelembagaan Negara, Good Governance, Reformasi Birokrasi.
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PENDAHULUAN

Sejak reformasi 1998, kelembagaan negara di Indonesia mengalami perubahan yang
signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sebelum
reformasi, berbagai lembaga negara sering terlibat dalam praktik maladministrasi yang
melibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kondisi ini menciptakan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, serta melemahkan
legitimasi kelembagaan negara dalam menjalankan fungsinya(Daim, 2019). Dengan
munculnya desakan dari masyarakat dan tuntutan global akan pemerintahan yang bersih
dan efisien, pemerintah Indonesia mulai melakukan serangkaian reformasi kelembagaan
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga negara.

Salah satu langkah utama dalam reformasi ini adalah desentralisasi yang diatur
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan
desentralisasi memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan
mereka sendiri, dengan harapan dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan
lokal serta mempercepat pembangunan daerah (Mulyadi, 2017). Otonomi ini memberikan
ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan yang relevan dengan kebutuhan mereka,
sekaligus meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional. Namun,
pelaksanaan desentralisasi tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama
adalah ketidakmerataan kapasitas kelembagaan di berbagai daerah. Beberapa daerah
menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan,
sementara daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapabilitas
kelembagaan (Daim, 2019).

Selain desentralisasi, reformasi birokrasi menjadi agenda utama pemerintah dalam
meningkatkan efektivitas kelembagaan negara. Reformasi birokrasi bertujuan untuk
menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah
seperti penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan profesionalisme pegawai negeri,
serta penerapan standar pelayanan publik diharapkan dapat memperbaiki Kkinerja
pemerintahan (Daim, 2019). Namun, upaya reformasi ini sering terhambat oleh masalah-
masalah struktural dan kultural. Resistensi terhadap perubahan di dalam birokrasi,
ketergantungan pada prosedur yang rumit, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi
tantangan yang menghambat upaya peningkatan efektivitas kelembagaan (Sulistiyo dkk.,
2023).

Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, pemerintah
Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendigitalisasi layanan
publik sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan. Penggunaan teknologi digital
dianggap sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat dan menyederhanakan
proses administratif, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas layanan publik (Sulistiyo dkk., 2023). Program seperti e-
government dan digitalisasi layanan publik telah diterapkan di berbagai tingkat
pemerintahan dengan tujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan
mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat (Mulyadi, 2017). Meski demikian,
penerapan teknologi digital juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur,
literasi digital pegawali, serta keamanan data dan privasi (Daim, 2019).

Pada tingkat kelembagaan, efektivitas institusi negara sangat bergantung pada
kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
Lembaga yang efektif tidak hanya mampu menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan
dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan
cepat dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagaimana
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dicontohkan oleh beberapa negara maju, seperti Estonia dengan inisiatif "e-government”
yang telah berhasil menciptakan pemerintahan yang digital, Indonesia juga perlu
meningkatkan kapabilitas transformasi kelembagaannya (Sulistiyo dkk., 2023).
Kapabilitas ini mencakup kemampuan untuk bermitra dengan berbagai pihak, baik swasta
maupun publik, serta menciptakan ekosistem yang mendukung kerja sama lintas Lembaga
(Daim, 2019).

Namun demikian, meskipun berbagai langkah kebijakan telah diambil, efektivitas
kelembagaan negara masih menghadapi tantangan yang besar. Masalah struktural seperti
perbedaan kapasitas antar daerah, resistensi terhadap perubahan di tingkat birokrasi, serta
kelemahan dalam sistem pengawasan menjadi penghalang utama dalam mewujudkan
reformasi yang efektif. Selain itu, transformasi digital yang diharapkan dapat menjadi
solusi bagi peningkatan efektivitas kelembagaan juga tidak lepas dari hambatan.
Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil, serta kurangnya literasi
digital di kalangan aparatur negara, turut menghambat laju implementasi digitalisasi
pemerintahan (Daim, 2019).

Dalam konteks ini, penelitian terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan
efektivitas kelembagaan negara menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana
reformasi yang dilakukan telah berhasil, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan
yang masih dihadapi. Analisis terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas
kelembagaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi kelembagaan di Indonesia.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi
pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk
memperkuat kelembagaan negara di masa depan (Daim, 2019; Mulyadi, 2017).

Dengan demikian, artikel ini akan membahas kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan efektivitas kelembagaan negara di Indonesia, serta menganalisis tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi kelembagaan. Artikel ini juga akan
mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mempercepat reformasi kelembagaan dan
upaya peningkatan efektivitas pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian
hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan sekunder terkait peraturan dan
kebijakan pemerintah. metode ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika
hukum, dan perbandingan hukum. Fokus utama adalah menafsirkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan efektivitas kelembagaan negara di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, dimana penarikan
kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum menuju khusus. Data yang
digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan
sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengamati dan
menghubungkan data yang diperoleh dengan ketentuan hukum terkait serta
menganalisisnya dengan menggunakan interpretasi hukum.Kesimpulan penelitian ditarik
dengan metode deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Negara dapat
Disesuaikan dengan Perkembangan Situasi dan Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan negara, pemerintah Indonesia harus
menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang selalu
berubah. Dalam konteks sosial, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui survei dan dialog yang aktif. Dengan
cara ini, pemerintah dapat memahami keinginan dan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkuat partisipasi publik, sehingga masyarakat
dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Respons terhadap dinamika sosial,
seperti urbanisasi, juga harus diperhatikan agar kebijakan dapat lebih relevan dan tepat
sasaran. Di sisi politik, kebijakan pemerintah harus dirancang untuk mendukung stabilitas.
Ini berarti penting untuk membangun koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah,
sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas.
Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan politik yang cepat juga sangat diperlukan, agar
pemerintah dapat merespons dengan cepat terhadap tantangan yang muncul.

Dalam aspek ekonomi, penyesuaian kebijakan harus mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Ini melibatkan pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Selain itu, penting untuk
mengembangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja agar masyarakat
dapat bersaing di dunia kerja yang terus berubah. Monitoring dan evaluasi secara berkala
juga merupakan langkah penting. Dengan melakukan penilaian terhadap dampak
kebijakan yang telah diterapkan, pemerintah dapat menentukan langkah penyesuaian yang
tepat. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam
menjawab kebutuhan masyarakat.

Terakhir, meningkatkan kesadaran publik melalui sosialisasi kebijakan sangat
krusial. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan bahwa
masyarakat memahami kebijakan yang diterapkan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif
dalam implementasinya. Ini akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,
sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif.

Peran Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Untuk Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Negara

Otonomi daerah memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal di Indonesia. Dengan adanya otonomi,
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan
dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun
manusia, sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Pemerintah daerah
diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dan relevan dengan kondisi lokal,
serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dalam konteks ini,
pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Program-program yang
dirancang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, seperti pelatihan keterampilan
dan pengembangan usaha mikro, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap
kesejahteraan warga.

Aspek lain yang sangat penting adalah manajemen sumber daya manusia di sektor
publik. Kualitas pegawai pemerintah perlu dijaga melalui proses rekrutmen yang selektif,
pelatihan yang terstruktur, dan penilaian kinerja yang objektif. Penerapan prinsip merit
dalam manajemen pegawai diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, integritas,
dan akuntabilitas. Dengan demikian, birokrasi yang terbentuk akan menjadi lebih
kompeten dan fokus pada pelayanan publik yang efektif.Secara keseluruhan, otonomi
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daerah tidak hanya memberikan keleluasaan kepada pemerintah lokal, tetapi juga menjadi
sarana untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan
dukungan manajemen sumber daya manusia yang baik, diharapkan tercipta pelayanan
publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Efektivitas dapat
diartikan sebagai sejaunh mana suatu program berhasil mencapai tujuannya. Penilaian
terhadap keberhasilan program ini dapat dilihat dari pencapaian target yang ditentukan
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan biaya yang
dikeluarkan. Dengan kata lain, efektivitas berfokus pada hasil akhir dibandingkan dengan
rencana awal, serta membantu menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap berhasil.

Selain itu, efektivitas juga mencakup kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang bermanfaat bagi individu atau organisasi yang memanfaatkan hasil dari program
tersebut. Ini melibatkan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah
disiapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana hasil yang
dicapai mendekati sasaran yang telah ditentukan. Semakin dekat hasil tersebut dengan
sasaran, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Terdapat pandangan lain yang menyatakan
bahwa efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi atau kegiatan untuk
melaksanakan tugasnya tanpa mengalami tekanan atau ketegangan yang signifikan. Dalam
konteks ini, efektivitas mencerminkan seberapa baik tujuan yang telah ditetapkan dapat
dicapai dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah direncanakan.

Good Governance, di sisi lain, merupakan sistem pengaturan pemerintahan yang
efektif, responsif, dan produktif. Konsep ini melibatkan kerjasama yang saling
menguntungkan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Mardiasmo (2002)
menyatakan bahwa Good Governance adalah pendekatan yang menekankan pada
pengembangan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Dalam hal ini, pemerintahan
yang baik akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedermayanti
(2003) menambahkan bahwa Good Governance melibatkan manajemen pembangunan
yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar.
Dalam konteks ini, penting untuk menghindari praktik korupsi, baik secara politik maupun
administratif, serta menciptakan kerangka hukum yang mendorong kegiatan wirausaha.
Tujuan utama dari Good Governance adalah untuk menciptakan pemerintahan yang dapat
memberikan pelayanan publik yang adil dan efektif dengan melibatkan kolaborasi antara
negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Sinambela (2008) menekankan bahwa kualitas Good Governance dapat dicapai jika
pemerintah dan lembaga publik bersikap terbuka terhadap ide-ide baru serta responsif
terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diperkuat dengan menyediakan informasi
yang lengkap kepada masyarakat mengenai proses dan implementasi kebijakan
pemerintah. Dengan demikian, Good Governance dapat dianggap sebagai proses
penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, yang
berupaya menjaga sinergi antara berbagai sumber daya yang ada di negara, sektor swasta,
dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kelembagaan negara di Indonesia telah berkembang sejak reformasi tahun 1998
untuk mengatasi ketidaktransparan, korupsi, dan Kketidakakuntabelan sebelumnya.
Desentralisasi diterapkan untuk memberikan otonomi pada daerah, meskipun masih ada
ketimpangan dalam kapasitas kelembagaan daerah. Reformasi birokrasi diperlukan untuk
meningkatkan profesionalisme pegawai negeri dan layanan publik, meski terhambat oleh
resistensi terhadap perubahan dan pengawasan lemah. Identifikasi kebutuhan masyarakat
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dan partisipasi publik penting dalam konteks sosial. Koordinasi antar lembaga pemerintah
dan penyesuaian kebijakan mendukung stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi
inklusif. Pendidikan yang relevan dan pemantauan kebijakan yang teratur juga diperlukan.
Sosialisasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah, dan manajemen
sumber daya manusia yang baik meningkatkan efektivitas kebijakan. Good Governance
yang efektif, responsif, dan produktif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan mencegah korupsi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan
tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan negara yang sukses.
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